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PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pkc

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang mengadili perkara-perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal, telah
menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan

Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Sunarti. T Binti Tukimin, tanggal lahir 03 Mei 1980 /umur 40, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta (dibidang perkebunan), pendidikan
SLTA, tempat kediaman di JI. Samsari. AS RT.015
RW.005, kel/Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras,
Kabupaten Pelalawan, Riau, sebagai Pemohon I;
Dalam hal ini Pemohon | bertindak untuk diri sendiri dan atas nama dan
kepentingan Anak-anak kandung yang masih dibawah umur sebagai berikut:
1. Bagas Trival Febrian bin Rusdianto, lahir tanggal 18 Februari 2006
2. Agila Adhwa Kyanti binti Rusdianto, lahir tanggal 21 April 2014

3. Vicki Aditya Permana bin Rusdianto, NIK 14050032801010001, Tempat/tgl
Lahir Dusun Suka Makmur, 28 januari 2001, Umur 21 tahun,
Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa,
Tempat tinggal JI. Samsari. AS RT.015 RW.005,
Kelurahan/Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras,
Kabupaten Pelalawan, Sebagai Pemohon II;

4. Musirah binti Musiran, NIK 1209085612540001, Tempat/tgl Lahir Tapsel, 16
Desember 1954, Umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan
SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal JI. Rawang lama
dusun VII, Desa Rawang Lama, Kecamatan Rawang Panca
Arga, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara,
Sebagai Pemohon llI;

Selanjutnya disebut dengan para Pemohon;
Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus
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kepada Hanafi, SH.,C.P.L.C. Setiawan Putra, SH. Akmi
Azrianti, SH.,M.H. Wawan Afrianda, SH,
Advokat/Pengacara yang berkantor di JL. Kamboja No. 76,
Kel. Sukajadi, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 November
2020 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
78/SK/PA/2020 tanggal 24 November 2020;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 18
November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Tasikmalya dengan register Nomor: 81/Pdt.P/2020/PA.Pkc tanggal 24
November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Sunarti. T Binti Tukimin menikah dengan
almarhum Rusdianto Bin Rusnadi pada tanggal 14 Juni 1999, sesuai
kutipan akta Nikah, Nomor 155/25/V1/1999, tertanggal 14 Juni 1999 di
kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo
Tebo;

2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan almarhum Rusdianto Bin
Rusnadi telah dikaruniai 3 ( tiga) orang anak bernama:

a. Vicki Aditya Permana Bin Rusdianto

b.Bagas Trival Febrian Bin Rusdianto

c. Agila Adhwa Kyanti Binti Rusdianto

Anak kandung atas nama Bagas Trival Febrian Bin Rusdianto dan Agila
AdhwaKyanti Binti Rusdianto masih dibawah umur dan dibawah
tanggungan Pemohon (Sunarti.T Bin Tukimin) sebagai Ibu Kandung;

3. Bahwa almarhum Rusdianto bin Rusnadi telah meninggal dunia pada
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tanggal 11 Desember 2019, dirumah sakit Umum Daerah Kecamatan
Mandau, sesuai dengan surat kematian yang telah dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 1405-KM-23122019-0001
Kabupaten Bengkalis karena sakit:

4., Bahwa semasa hidup almarhum Rusdianto Bin Rusnadi sampai meninggal
dunia tidak pernah bercerai dengan Pemohon Sunarti.T binti Tukimin;

5. Bahwa almarhum Rusdianto bin Rusnadi, sampai dengan meninggal dunia
dalam keadaan beragama Islam dan tidak ada keluar dari Agama Islam
(Murtad);

6. Bahwa sebelum almarhum Rusdianto bin Rusnadi meninggal dunia, ayah
nya (Rusnadi) telah lebih dahulu meninggal dunia;

7. Bahwa amarhum Rusdianto bin Rusnadi tersebut, ketika masih hidup
bekerja sebagai Karyawan Swasta pada PT ADElI PLANTATION &
INDUSTRY;

8. Bahwa berdasarkan keterangan diatas, maka ketika Suami pemohon
meninggal dunia, Maka meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

a. Musirah Binti Musiran (Ibu Kandung alm Rusdianto);
b. Sunarti.T Binti Tukimin ( Istri);

c. Vicki Aditya Permana Bin Rusdianto;

d. Bagas Trival Febrian Bin Rusdianto;

e. Agila Adhwa Kyanti Binti Rusdianto;

9. Bahwa tidak ada ahli waris almarhum Rusdianto Bin Rusnadi selain dari
pada ahli waris diatas:

10. Bahwa Pemohon telah diberikan kuasa penuh dari ahli waris yang tersebut
diatas untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama
Pangkalan Kerinci;

11. Bahwa Suami pemohon almarhum Rusdianto Bin Rusnadi sewaktu hidup
mempunyai Polis Asuransi Mandiri Sejahtera Mapan di PT. AXA Mandiri
Financial Services dengan nama tertanggung Aqgila Adhwa Kyanti dengan
nomor polis: 516-9892550;

12. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari pengadilan
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Agama Pangkalan Kerinci, yang akan digunakan untuk :
1. Mengganti nama pemegang polis yang lama yaitu Almarhum Rusdianto

Bin Rusnadi menjadi Sunarti. T Binti Tukimin (ahli waris dari almarhum

Rusdianto Bin Rusnadi) sebagai pemegang polis yang baru;

2. Untuk kepentingan lain bagi ahli waris;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Cq. Yth. Hakim yang
memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menyatakan Rusdianto Bin Rusnadi telah meninggal dunia pada tanggal 11
desember 2019, di rumah sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, sesuai
dengan surat kematian yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil No. 1405-KM-23122019-0001
Kabupaten Pelalawan karena sakit:

3. Menetapkan Pemohon Sunarti.T Binti Tukimin (Istri) sebagai Ahli Waris
Almarhum Rusdianto Bin Rusnadi;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang
berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( ex
Aquo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa
khusus kepada kuasa hukum HANAFI, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat
Hukum yang mengambil domisili di JL. Kamboja No. 76, Kel. Sukajadi, Kec.
Sukajadi, Kota Pekanbaru, Prov. Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 18 November 2020, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 78/SK/PA/2020 tanggal 24 November
2020;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut

diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
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bersangkutan, dan dalam persidangan Hakim telah mencocokkan fotokopi
KTPA dan berita acara pengambilan Sumpah dengan aslinya atas nama Hanafi,
SH. C.P.L.C. oleh karena Kuasa tersebut hadir di persidangan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para
Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Hakim telah
memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para
Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya
tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Para Pemohon telah
mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/25/V1/1999 Tanggal 14 Juni
1999, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Muara Bungo,
Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi. Fotokopi tersebut telah
bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya
oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarti. T Nomor:
140503430580001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 31 Agustus 2017.
Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok
dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan
tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sunarti Nomor
40525/1968-DU-P tanggal 31 Maret 1988, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Simalungun. Fotokopi
tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan
aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti
P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Vicki Aditya Permana
Nomor: 1405032801010001, vyang aslinya dikeluarkan oleh
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Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 4 Februari
2018. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan
cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal
dan tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vicki Aditya Permana
Nomor 272/UM/2001 tanggal 6 Februari 2001, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Bungo.
Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok
dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan
tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bagas Trival Febrian
Nomor 477/DKCS/IST/00963/2009 tanggal 10 Agustus 2009, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten
Pelalawan. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan
cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal
dan tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Agila Adhwa Kyanti Nomor
1405-LT-05122014-0005 tanggal 5 Desember 2014, yang aslinya
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Pelalawan.
Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok
dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan
tanda bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sunarti. T Nomor
1405032312190002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Dukcapil Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, tanggal 26
Desember 2019. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,
dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf,
diberi tanggal dan tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rusdianto Nomor
1405-KM-23122019-0001 tanggal 23 Desember 2019, yang aslinya

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Pelalawan.
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Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok
dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan
tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh
para Pemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Palas dan An. Camat
Pangkalan Kuras. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,
dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf,
diberi tanggal dan tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Musirah Nomor:
1209085612540001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah
Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 22 Juni 2012.
Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok
dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan
tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Nomor AD-Pers/Surat
Keterangan/019/2019 tanggal 31 Desember 2019. Fotokopi tersebut
telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya,
selanjutnya oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.12;

13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusnadi Nomor
145/SKK/PEM/DP/XI1/2020/509 tanggal 22 Desember 2020, yang
aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Palas. Fotokopi tersebut telah
bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya
oleh Hakim diparaf, diberi tanggal dan tanda bukti P.13;

14. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah yang dibuat oleh Ahli waris dan
diketahui oleh Ketua RT 011 dan Kepala Desa Palas tanggal 22
Desember 2020, Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup,
dinazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diparaf,
diberi tanggal dan tanda bukti P.14;

B. Saksi;

1. Syaren bin Untung, umur 38 tahun, sebagai tetangga para Pemohon,

dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
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— Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah
Rusdianto bin Rusnadi;

— Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Rusnadi
dan ibu bernama Musirah

— Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal terlebih
dahulu dari pada Pewaris dan ibu kandung pewaris masih hidup,
begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum
pewaris;

— Bahwa pewaris telah menikah dengan Sunarti. T pada tanggal 14
Juni 1999 di KUA Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo,
Provinsi Jambi ;

— Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Vicki
Aditya Permana, Bagas Trival Febrian, Agila Adhwa Kyanti

— Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019
disebabkan karena sakit;

— Bahwa istri pewaris masih hidup bernama Sunarti .T dan bertindah
sebagai salah satu Pemohon;

— Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula
Para Pemohon juga beragama Islam;

— Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetepan Waris
untuk keperluan mengganti nama pemegang polis yang lama yaitu
Almarhum Rusdianto Bin Rusnadi menjadi Sunarti. T Binti Tukimin
(ahli waris dari almarhum Rusdianto Bin Rusnadi) sebagai pemegang
polis yang baru dan untuk kepentingan lain bagi ahli waris;;

2. Buwanto bin Darkum, umur 48 tahun, sebagai tetangga para Pemohon,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

— Bahwa pewaris bernama Rusdianto bin Rusnadi merupakan anak
kandung dari Rusnadi dan Musirah

— Bahwa ibu kandung pewaris masih hidup sedangkan ayahnya telah

meninggal dunia pada tanggal terlebih dahulu dari pada Pewaris;
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— Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih
dahulu sebelum pewaris;

— Bahwa pada tanggal 14 Juni 1999 di KUA Kecamatan Muara Bungo,
Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi, pewaris telah menikah
dengan Sunarti. T;

— Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 3 (tiga)
orang anak, bernama Vicki Aditya Permana, Bagas Trival Febrian,
Aqila Adhwa Kyanti

— Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, pewaris meninggal dunia
disebabkan karena sakit;

— Bahwa istri pewaris bernama Sunarti. T masih hidup;

— Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula
Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;

— Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetepan Waris
untuk keperluan mengganti nama pemegang polis yang lama yaitu
Almarhum Rusdianto Bin Rusnadi menjadi Sunarti. T Binti Tukimin
(ahli waris dari almarhum Rusdianto Bin Rusnadi) sebagai pemegang
polis yang baru dan untuk kepentingan lain bagi ahli waris;;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon
adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Pemohon tertanggal 18 November 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 78/SK/PA/2020 tanggal
24 November 2020, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo.
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Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat
(KTPA) Kuasa Para Pemohon yang hadir di persidangan atas nama Hanafi, SH.
C.P.L.C., dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang
Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus
menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan
hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada
Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalii permohonan Para Pemohon pada
pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris
yang bernama Rusdianto bin Rusnadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 tersebut, berpendapat
bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti
tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH
Perdata jo. 285 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10,
dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi
syarat secara formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah maka
harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Rusdianto (pewaris) telah
terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam dengan Sunarti. T
(Pemohon 1) sejak tanggal 14 Juni 1999 sehingga Pemohon | sebagai persona
standi in judicio dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan

berkepentingan dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4, P.8, maka secara materil
harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon, bertempat tinggal di wilayah
hukum Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran
Pemohon |, dan dikaitkan dengan bukti P.2 Kartu Tanda Penduduk Pemohon I,
maka terbukti Pemohon | memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk
atas nama Vicki Aditya Permana dan bukti P.5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran
atas nama Vicki Aditya Permana yang menerangkan tentang identitas dan
kelahiran seorang anak laki-laki dari pasangan suami istri bernama Rusdianto
dengan Sunarti. T, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai
hubungan hukum sebagai anak kandung dari Pewaris (Rusdianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran atas nama Bagas Trival Febrian yang menerangkan tentang kelahiran
seorang anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Rusdianto dengan
Sunarti. T, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon mempunyai
hubungan hukum sebagai anak kandung dari Pewaris (Rusdianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta
Kelahiran atas nama Agila Adhwa Kyanti yang menerangkan tentang kelahiran
seorang anak perempuan dari pasangan suami istri bernama Rusdianto dengan
Sunarti. T, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Aqila Adhwa Kyanti
mempunyai hubungan hukum sebagai anak kandung dari Pewaris (Rusdianto);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6, P.7 dapat diterima
sebagai bukti otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Rl Nomor 23
Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa pejabat yang berwenang
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mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta Kematian adalah Pejabat pada
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Fotokopi Kartu
Keluarga, telah membuktikan bahwa Sunarti. T (Pemohon |) sebagai kepala
keluarga telah memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana dalam daftar susunan
keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotokopi Surat
Kematian, maka telah terbukti bahwa Rusdianto (Pewaris) telah meninggal
dunia pada tanggal 11 Desember 2019, sesuai dengan ketentuan Pasal 19
Peraturan Pemerintan Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Rl Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa
pejabat yang berwenang mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran dan Akta
Kematian adalah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 Fotokopi Surat Keterangan
Ahli Waris yang telah menerangkan tentang ahli waris atas kematian Rusdianto
pada tanggal 11 Desember 2019, namun oleh karena bukti a quo telah
dinyatakan sebagai bukti permulaan, maka keterangan mengenai ahli waris dan
kematian Rusdianto harus didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
atas nama Musirah, yang dikaitkan dengan bukti P.9 dimana Rusdianto
merupakan anak dari Musirah sehingga terbukti memiliki legal standing dalam
perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa Surat Keterangan dari PT. Adei
Plantation & Industry, maka dinyatakan terbukti bahwa pewaris semasa
hidupnya bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan;

Menimbang, bahwa bukti T.13 berupa surat keterangan kematian atas
nama Rusnadi, maka dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung pewaris telah
meninggal pada tanggal 7 November 19990 yakni sebelum pewaris meninggal
dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa surat keterangan

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2020/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah yang diketahui oleh Kepala Desa, maka terbukti bahwa para Pemohon
mempunyai hubungan keluarga dengan pewaris;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang
berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus
dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
maka berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang
terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga
memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 174 R.Bg. dan Pasal
175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta
yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur
dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh
Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Rusdianto bin Rusnadi adalah anak kandung dari
ayah bernama Rusnadi dan ibu bernama Musirah

2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal terlebih dahulu
dari pada Pewaris dan ibu kandung pewaris masih hidup, begitu pula kakek
dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;

3. Bahwa pewaris telah menikah dengan Sunarti. T pada tanggal 14 Juni 1999
di KUA Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi ;

4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Vicki Aditya

Permana, Bagas Trival Febrian, Agila Adhwa Kyanti
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5. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 11 Desember 2019
disebabkan karena sakit;

6. Bahwa istri pewaris masih hidup dan bertindak sebagai Pemohon I;

7. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para
Pemohon juga beragama Islam;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetepan Ahli Waris
untuk keperluan mengganti nama pemegang polis yang lama vyaitu
Almarhum Rusdianto Bin Rusnadi menjadi Sunarti. T Binti Tukimin (ahli
waris dari almarhum Rusdianto Bin Rusnadi) sebagai pemegang polis yang
baru dan untuk kepentingan lain bagi ahli waris;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim
mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi
Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat
meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan
Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas
bahwa pada saat meninggal dunia, Rusdianto bin Rusnadi beragama Islam,
meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Rusdianto bin Rusnadi
harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf ¢ Kompilasi
Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal
dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris,
beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum
Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya

berat para Pewaris;
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b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa
Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5
tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum
Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
a. Menurut hubungan darah:
- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki,
paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara
perempuan dari nenek;
b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung,
nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa
adalah ibu kandung, istri dan anak-anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon,
kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena
hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi
Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2)
Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf ¢,
Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, ibu kandung, istri dan anak-anak
kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris
dari Rusdianto bin Rusnadi (Pewaris);

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetepan Ahli Waris
untuk keperluan Mengganti nama pemegang polis yang lama yaitu Almarhum
Rusdianto Bin Rusnadi menjadi Sunarti. T Binti Tukimin (ahli waris dari
almarhum Rusdianto Bin Rusnadi) sebagai pemegang polis yang baru dan
Untuk kepentingan lain bagi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil

permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan
penetapan ahli waris yang merupakan perkara voluntaire, maka biaya perkara
ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1.  Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menetapkan Rusdianto telah meninggal dunia pada tanggal 11 Desember

2019;
3. Menetapkan ahli waris dari pewaris Rusdianto bin Rusnadi adalah sebagai
berikut :
®  Musirah binti Musiran, ibu kandung.
® Sunarti T. binti Tukimin, istri.
® Vicki Aditya Permana bin Rusdianto, anak kandung.
® Bagas Trival Febrian bin Rusdianto, anak kandung.
® Agila Adhwa Kyanti binti Rusdianto, anak kandung.

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1442 Hijriah, oleh Mardhiyyatul
Husnah Hasibuan, S.H.l., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh Farhany Adil, S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon.

Hakim Tunggal

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Farhany Adil, S.H., M.H.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 60.000,00
3. Administrasi Bank: Rp 3.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp. 119.000,00

(seratus sembilan belas ribu rupiah).
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